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ABSTRAK 

 
Setiap orang memiliki hak privasi dan sering dikaitkan dengan wewenang KPK 
melakukan penyadapan. Pengaturan wewenang tersebut dalam UU No. 30 Tahun 2002 
tidak disertai batasan sama sekali. Namun selanjutnya dalam UU No. 19 Tahun 2019 
telah diatur mekanisme dan batasan-batasannya. Namun pengaturan tersebut tidak sesuai 
dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yaitu pembatasan dalam undang-undang dan 
memenuhi tuntutan yang adil. Adil diartikan tidak sewenang-wenang. Dibandingkan 
dengan Amerika dan Australia yang menganut prinsip due process of law, hak privasi 
tersangka atau terdakwa lebih dilindungi agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Oleh 
karena itu, terhadap wewenang penyadapan yang dimiliki oleh KPK perlu dilengkapi 
dengan pengaturan perihal batasan-batasan dan mekanisme yang lebih komprehensif. 
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ABSTRACT 
 

Every person has the right to privacy and is often associated with the authority of 
the KPK to conduct wiretapping. The regulation of that authority in Law No. 30 
of 2002 is not accompanied by any limitations, but Law No. 19 of 2019 has 
regulated the limits and mechanisms. However, this regulation is not in 
accordance with Article 28J paragraph (2) of the 1945 Constitution, which 
constitutes a limitation in the law and fulfills a fair indictment. Fair is interpreted 
as not arbitrary. Compared to America and Australia which adheres to the 
principles of due process of law, the privacy rights of a suspect or defendant are 
more protected so that there is no arbitrariness. Therefore, the wiretapping 
authority of KPK needs to be supplemented with regulations concerning more 
comprehensive boundaries and mechanisms. 
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